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BABV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, adapun

kesimpulan dari Kesadaran Hukum Penjual Rokok tanpa Bea Cukai di

Kecamatan Pulau Punjung adalah sebagai berikut:

1. Praktik penjualan rokok di Nagari Empat Koto Pulau Punjung dilakukan
seperti penjualan rokok pada umumnya. Di mana pihak distributor
menitipkan rokok tanpa cukai kepada sales dan sales menjual rokok tanpa
cukai ke warung-warung. Walaupun terkadang hanya dijual kepada warung
yang terpilih saja. Kemudian warung menjual rokok tanpa cukai kepada
masyarakat dengan berbagai harga.

2. Faktor yang menjadi penyebab penjualan rokok tanpa cukai di Nagari
Empat Koto Pulau Punjung yaitu faktor hukum itu sendiri yang mana
masyarakat masih tidak terlalu peduli terhadap hukum yang berlaku
terutama masalah rokok tanpa cukai tersebut, faktor penegak hukum yang
kurang beroperasi secara maksimal, faktor fasilitas yang dilihat dari tingkat
pendidikan dari penjual rokok tanpa cukai tersebut yang masih rendah,
faktor kesadaran hukum dalam masyarakat yang rendah terutama penjual
rokok tanpa cukai serta faktor budaya dan faktor utama dalam penjualan
rokok tanpa cukai ini adalah keuntungan yang berlipat ganda dari
penjualan rokok tersebut. Berbeda dengan penjualan rokok yang
berlabelkan cukai. Dikarenakan harganya murah dan diminati oleh
masyarakat dari berbagai kalangan terutama dari masyarakat yang
golongannya sederhana ke bawah yang menjadikan rokok sebagai
kebutuhan sehari-hari di luar bahan pokok.

3. Kesadaran hukum penjual terhadap pengedaran rokok tanpa cukai di
Nagari Empat Koto Pulau Punjung tergolong rendah, hal ini disebabkan
karena pengetahuan hukum tentang menjual rokok ilegal dan peraturan

Undang-undang tentang cukai belum diketahui oleh pemilik warung.
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Karena pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola
perilaku hukum mereka mencerminkan kurangnya kesadaran hukum.
Penjual masih banyak yang tidak mengetahui dampak dari pengedaran
rokok tanpa cukai bagi negara. Sehingga sikap dan perilaku mereka
menuntun untuk tetap menjual rokok tanpa cukai tersebut dikarenakan

keuntungan berlipat ganda yang mereka dapatkan.

5.2 Saran
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan tentang

Kesadaran Hukum Penjual Rokok tanpa Bea Cukai di Nagari Empat Koto Pulau

Punjung terutama kepada pihak yang berkaitan seperti distributor rokok

tanpa cukai, sales rokok, penjual rokok serta masyarakat dan pihak yang

berwenang, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah setempat terutama pihak Bea Cukai agar
lebih mengawasi masalah peredaran rokok tanpa cukai ini terutama di
wilayah Kecamatan Pulau Punjung. Dikarenakan peredaran rokok tanpa
cukai tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara.
Pemerintah juga harus mengadakan sosialisasi tentang kesadaran hukum
bagi masyarakat terutama masalah peredaran rokok tanpa cukai ini

2. Diharapkan kepada distributor serta penyalur agar lebih memperhatikan
bagaimana hukum yang berlaku dan patuh terhadap peraturan-peraturan
yang ada terutama atas pengedaran barang maupun peraturan-peraturan
lainnya.

3. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan masalah hukum

yang berlaku dan kesadaran hukum bagi diri sendiri.
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